BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa
dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diselenggarakan menurut asas
akuntabilitas. Asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
termasuk ke dalam pengelolaan keuangan desa. Keuangan Desa yang
merupakan semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang
serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban Desa, dikelola dengan transparan dan
bertanggung jawab. Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Keuangan
Desa ialah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang
serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan
penyelenggaraan hak dan kewajiban desa.?

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pemerintah
menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang standar
akuntansi  pemerintahan (SAP). Kualitas suatu laporan keuangan
pemerintah menjadi suatu permasalahan yang sangat penting untuk diulas
berhubungan dengan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan
keuangan. Seiring dengan perkembangan akuntansi di sektor publik di

Indonesia, sehingga
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kebutuhan terhadap akuntabilitas sebagai wujud pertanggungjawaban
terhadap masyarakat dalam kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan.?

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diatur dalam Peraturan
Pemerintah No. 71 tahun 2010, sebagai pengganti prinsip-prinsip akuntansi
dalam pembuatan dan penyajian laporan keuangan pemerintah dalam
bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). Standar
akuntansi merupakan acuan dalam penyajian laporan keuangan yang akan
diberikan kepada pihak-pihak di luar organisasi yang mempunyai otoritas
tertinggi dalam kerangka akuntansi berterima umum. Standar akuntansi
penting bagi penyusun laporan keuangan untuk menentukan informasi yang
harus disajikan kepada pihak-pihak di luar organisasi. Para pengguna
laporan keuangan di luar organisasi akan dapat memahami Informasi yang
disajikan jika disajikan dengan kriteria atau persepsi yang dipahami secara
sama dengan penyusun laporan keuangan.*

Laporan Keuangan menggambarkan posisi keuangan dan hasil usaha
suatu instansi pada saat tertentu/kurun waktu tertentu. Laporan keuangan
dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No. 1 dikemukakan bahwa
laporan keuangan merupakan bagian dari proses perlaporasn keuangan dan
laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan

dan kinerja keuangan suatu entitas.®
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Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang
berhubungan dengan posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi
keuangan suatu perusahaan. Juga dapat berguna bagi sejumlah pemakai untuk
pengambilan keputusan. Laporan keuangan juga digunakan untuk
menunjukkan Kinerja perusahaan untuk para penguna laporan keuangan
dalam hal investasi, penjualan saham, dan untuk kepentingan lainnya.®

Faktor yang dapat berpengaruh pada kualitas laporan keuangan yaitu
kapasitas sumber daya manusia dan aplikasi laporan keuangan yang
digunakan. Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber
daya manusia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah
diberikan kepada dirinya dengan bekal pendidikan, pelatihan dan
pengalaman yang cukup kompeten dan sumber daya manusia merupakan
pilar penyangga utama dan penggerak roda organisasi dalam usaha
mewujudkan visi misi serta tujuan dari suatu organisasi yang cukup
kompeten. Aplikasi laporan keuangan desa yang digunakan pada saat ini
ialah Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang dibentuk oleh Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan bersama Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah yang terdiri dari Kementerian/Lembaga/Pemda untuk
mengawal keuangan desa agar proses pembangunan desa lebih akuntanbel
sesuai amanat Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan

dikembangkannya aplikasi ini maka diharapkan dapat mengelola laporan
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keuangan desa dengan baik dan meminimalisir terjadinya kecurangan.
Namun implementasi aplikasi ini pada akhir tahun 2019 mencapai 95,06%
dari seluruh desa di Indonesia di Jawa timur sendiri telah mencapai 97,55%
dari total seluruh desa yang artinya masih terdapat beberapa desa yang belum
menggunakan SISKEUDES.’

Terdapat beberapa kasus mengenai buruknya kualitas suatu laporan
keuangan Pemerintah Desa di Indonesia sehingga menjadi masalah yang
perlu dikaji lebih dalam. Hal ini menjadi bukti bahwa kurangnya tingkat
pengawasan dari Badan Pengawas Desa dan kurangnya kompetensi yang
dimiliki oleh aparatur Pemerintah Desa sehingga dapat memberikan pengaruh
yang negatif terhadap kualitas penyajian laporan keuangan Pemerintah Desa.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian
kuantitatif. Sesuai metode pengumpulan datanya, maka instrumen yang
digunakan antara lain pembuatan kuisioner atau angket, studi literatur dan
penelitian terdahulu. Pendekatan kuantitatif menggunakan perpaduan antara
ilmu sosial dan ilmu statistik dalam analisis datanya.

Dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji pengaruh penerapan SAP
terhadap laporan keuangan Desa. Terdapat tiga Variabel Independen (bebas)
yaitu Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pengawasan, dan
Kualitas Aparatur Pemerintah Desa. Sampel yang dijadikan objek adalah

Aparatur Pemerintah Desa di Desa-desa Kecamatan Kesamben, Selorejo,
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Binangun yang bertanggung jawab atas laporan keuangan yang ada di Desa
tersebut. Lokasi penelitian adalah di Desa-desa yang mencangkup 3
Kecamatan di Kabupaten Blitar yang terdiri dari Kecamatan Kesamben,
Binagun, Selorejo. Berdasarkan urairan tersebut, penelitian ini berjudul
“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pengawasan, dan
Kualitas Aparatur Pemerintah Desa terhadap Kualitas Laporan
Keuangan (Studi Empiris di Desa-desa Kecamatan Kesamben,
Binangun, Selorejo di Kabupaten Blitar)”.
Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka untuk
identifiasi masalah terkait dengan variabel penelitian yaitu Pengaruh
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pengawasan, dan Kualitas
Aparatur Pemerintah Desa terhadap Laporan Keuangan. Hal ini dikarenakan
masih ditemukan beberapa kasus mengenai adanya perbedaan pemyajian
Laporan Keuangan antar Pemerintah Desa di Indonesia sehingga perlu diteliti
lebih dalam.
Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas
maka permasalahan yang akan diuji dalam penelitian adalah sebagai berikut:
1. Apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh

terhadap kualitas laporan keuangan di desa-desa Kecamatan Kesamben,

Binagun, dan Selorejo di Kabupaten Blitar?



. Apakah pengawasan Badan Pengawas Desa berpengaruh terhadap kualitas

laporan keuangan di desa-desa Kecamatan Kesamben, Binagun, dan

Selorejo di Kabupaten Blitar?

. Apakah kualitas aparatur Pemerintah Desa berpengaruh terhadap kualitas

laporan keuangan di desa-desa Kecamatan Kesamben, Binagun, dan

Selorejo di Kabupaten Blitar?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai

berikut:

1.

Untuk meneliti pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
terhadap laporan keuangan di desa-desa Kecamatan Kesamben, Binagun,

dan Selorejo di Kabupaten Blitar.

. Untuk meneliti pengaruh pengawasan terhadap laporan keuangan di desa-

desa Kecamatan Kesamben, Binagun, dan Selorejo di Kabupaten Blitar.

. Untuk meneliti pengaruh kualitas Aparatur Pemerintah Desa terhadap

laporan keuangan di desa-desa Kecamatan Kesamben, Binagun, dan

Selorejo di Kabupaten Blitar.

Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat

antara lain :



1. Manfaat Teoritis.

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan dalam
pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai pijakan serta referensi pada
penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan SAP. Serta
dapat menjadi referensi pustaka pada perpustakaan UIN Sayid Ali
Rahmatullah Tulungagung dalam studi Akuntansi Syariah, yang
khususnya peneliti yang mengambil topik serupa.

2. Manfaat praktis.
Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:
a. Bagi instansi
Bagi instansi Pemerintahan Desa hasil penelitian ini dapat
digunakan sebagai pertimbangan dalam penyusunan laporan keuangan
dan meningkatkan pengawasan terhadap penyusunan laporan
keuangan.
b. Bagi akademisi
Memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam UIN Sayid Ali Rahmatullah Tulungagung dalam
rangka perbaikan proses pembelajaran mahasiswa sehingga dapat
meningkatkan hasil belajar mahasiswa.
c. Bagi pihak lain
Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan bagi peneliti
selanjutnya dan dapat dijadikan sebagai rujukan pada penelitian

selanjutnya.



d. Bagi Peneliti
Penelitian ini sebagai pengaplikasian ilmu yang sudah dipelajari
selama perkuliahan serta menambah wawasan serta pengetahuan
mengenai pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan, Pengawasan, dan
kualitas aparatur Pemerintah Desa terhadap penyajian laporan
keuangan.
F.  Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian
1. Ruang Lingkup
a. Ruang Lingkup Materi
Inti permasalahan dalam penelitian ini ialah pengaruh
penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pengawasan, dan Kualitas
Aparatur Pemerintah Desa terhadap Laporan Keuangan di Desa-desa
Kecamatan Kesamben, Binangun, Selorejo Kabupaten Blitar.
b. Ruang Lingkup Subjek
Subjek dalam penelitian ini adalah aparatur desa yang ada di desa-
desa dari Kecamatan Kesamben, Binangun, Selorejo di Kabupaten
Blitar yaitu pegawai yang bertanggung jawab atas laporan keuangan
desa.
2. Batasan Penelitian
Pembahasan batasan masalah dalam penelitian ini dikmaksudkan
untuk membatasi pembahasan pada inti permasalahan penelitian. Ruang
lingkup menentukan konsep utama dari permasalahan sehingga masalah

dalam penelitian ini sehingga dapat dipahami dengan mudah dan benar.



Batasan masalah penelitian sangat penting dalam mendekatkan pada
pokok permasalahan yang akan dibahas. Hal ini ini agar tidak terjadi
kesimpangsiuran dalam menginterpretasikan hasil penelitian.

a. Penelitian ini hanya terbatas pada instansi pemerintah desa di
Kecamatan Kesamben, Binangun, Selorejo di Kabupaten Blitar yang
bertanggung jawab pada laporan keuangan.

b. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan
kuisioner yang akan diisi oleh responden di instansi pemerintah desa di
Kecamatan Kesamben, Binangun, Selorejo di Kabupaten Blitar.

G. Penegasan lIstilah
1. Definisi Konseptual
Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Pengaruh Penerapan Standar

Akuntansi Pemerintah Pengawasan dan Kualitas Aparatur Pemerintah

Desa terhadap Laporan Keuangan”, maka definisi operasional yang

perlu dijelaskan, yaitu:

a. Standar Akuntansi Pemerintah (X1)

Standar akuntansi merupakan acuan dalam penyajian laporan
keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak dari luar organisasi yang
memiliki otoritas tertinggi dalam kerangka akuntansi berterima
umum. Standar akuntansi berguna bagi penyusun laporan keuangan
dalam menentukan informasi yang harus disajikan kepada pihak-
pihak dari luar organisasi. Para pengguna informasi laporan

keuangan dari luar organisasi dapat memahami Informasi yang
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disajikan jika disajikan dengan criteria atau persepsi yang dipahami
secara sama dengan penyusun laporan keuangan. &

Standar Akuntansi Pemerintah merupakan acuan akuntansi
yang harus diterapkan agar menghasilkan laporan keuangan yang
berkualitas baik. Untuk mewujudkan tata kelola yang baik (good
govermance) maka pemerintah harus melakukan inovasi yang dapat
menciptakan transparansi dan akuntanbilitas pengelolaan keuangan

daerah.

. Pengawasan (Xz)

Dalam Permendagri Rl Pasal 1 Nomor 2 Tahun 2008 menyatakan
bahwa Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa ialah
proses kegiatan yang dimaksudkan untuk menjamin supaya
Pemerintahan Desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan
rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintahan Desa (X3)

Dalam Permendagri RI Pasal 1 Nomor 3 Tahun 2008 menyatakan
bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan segala urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan
Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat yang berdasarkan asal usul serta adat istiadat setempat yang

8 Abdul Halim, Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, (Malang: Salemba

Empat, 2012)


https://onesearch.id/Record/IOS3367.slims-2044

11

diyakini dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Dalam Permendagri Rl Nomor 113 Tahun 2014 Pemerintahan
Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

d. Laporan keuangan (Y)

Pengertian laporan keuangan menurut Kasmir secara sederhana
dimana pengertian laporan keuangan adalah laporan yang
menunjukkan keadaan keuangan atau periode yang akan mendatang.
Menurut Lantip (2015) tujuan laporan keuangan adalah menyediakan
informasi yang berhubungan dengan posisi keuangan, kinerja serta
perubahan posisi keuangan suatu perusahaan. Juga bisa bermanfaat
bagi sejumlah pengguna dalam pengambilan keputusan. Laporan
keuangan juga digunakan untuk menunjukkan Kinerja perusahaan
untuk para penguna laporan keuangan dalam hal investasi, penjualan
saham, dan untuk kepentingan lainnya.®

2. Definisi Operasional
Definisi  operasional merupakan definisi  variabel secara
operasional, secara praktik, secarariil, secara nyata dalam lingkup obyek
penelitian atau oyek yang diteliti. Secara operasional penelitian ini

dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh penerapan Standar Akuntansi
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Pemerintah, pengawasan, dan kualitas Aparatur Pemerintah Desa terhadap
kualitas laporan keuangan di desa-desa Kecamatan Kesamben, Binagun,
dan Selorejo di Kabupaten Blitar.
Sistematika Penulisan SKripsi
Sistematika pembahasan dibagi dalam tiga bagian utama yaitu bagian
awal, bagian utama, dan bagian akhir dengan penjelasan sebagai berikut:
Bagian awal, terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul,
halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata
pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan
abstrak.
Bagian utama yang merupakan inti dari hasil penelitian, terdiri dari
enam bab dan masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab :
Bab | Pendahuluan
Pada bab ini terdapat beberapa unsur terdiri dari latar belakang
masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,
kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan
istilah, dan sistematika skripsi.
Bab Il Landasan Teori
Dalam bab ini membahas variabel/sub variabel pertama, teori yang
membahas variabel/sub variabel kedua, dan seterusnya, kajian penelitian
terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

Bab Il Metode Penelitian
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Pada bab ini menjabarkan tentang pendekatan dan jenis penelitian,
populasi, sampling dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala
pengukurannya, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian

Pada bab ini menjelaskan hasil penelitian yang berisi deskripsi data
dan pengujian hipotesis serta temuan penelitian.

Bab V Pembahasan Hasil Penelitian

Dalam bab ini berisi pembahasan mengenai t emuan penelitian yang
terdapat pada hasil penelitian.

Bab VI Penutup Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil
penelitian yang ditujukan kepada pihak yang berkepentingan.

Bagian Akhir yang merupakan bagian dalam skripsi, menguraikan
tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian

skripsi, dan daftar riwayat hidup.



